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Kasus UP Bangli
SegeraP2l

Arnawa.
Pernyataan bahwa kasus Up Bangli den_gan tersangka Arnawa segera pZf aiU""""_

kan, Kasipid.sus Kejari nu""gfi nLJ""i""i
saaI menyrdangkan oerkara korupsi ban-
1,"r" lXS.rlsi Songan ctengan terdakwaranyeledlr Bendesa Adat Songan KetutKinia. Kendati demikian, Etin i;;i;;imengata-kan kasus Up pBd,"ti"" pT.i"T
ini masih P-19. .,secepatnya 

berka. il;segera l-21 (lengkap - redy dan aUt"fripelimpahan tahip Ii,,, t.i" ei"" Ii"jifri,belum lama ini. -

..Sebelum berkas nantinya masuk p21.
pihak 

.kej aksaan -"*u".iilr;";;;memeriksa peiabat ltama 
^l;; p;;;;;di Pemkab ilangli. ur antaranya adalah

flna.ti Bangli aklif dan *"kil;t;:D";;;
drperrksanya sejumlah saksi tadi, Elan b'er_narap perkara ini bisa segera disidanekan.I Nengah Arnawa di;"t"pk;;;;fi;;1
tersangka dalam kasus korup.i Up ;;i";
g-"\toT pertambangan ini sete-lah ;;n'y;etk^Kejari Ba.ngli melakukun p"rrg"mUan*un
perkara dan melihat fafta aitam ;;;t:dangan. Arnawa diduga menyalahgu;;i;;
kewenalgan saat men]ab" t,""t"e; B;;';iiBangli. Saat ittr. dia menandatansani usu-ran Kadlspbnda melalui Bagian Hukum
Ke_m_uctlan drsetujui .dan tertuang dalamSK Bupati No. e77l286/20b-6.-;;;"s;;iJ;
Q.!to_!-er,2006. Selanjutnya, SK 6;;e1;rdijadikair dasar mencuiit"" a""-;;:
bagi]<an UP sektor pertambang;; i;;A
peJaDar ctan pegawai di Bangli.
, Atas dasar itu- Arnawa did"uga membiar_
Kan pembagran dana Up pajak sektor pert_
ambangan. Padahal. keglatan p"-""*'"i""
paJak ctt sektor itu tidak pernah dilakukan.Dalap bia.ya pungutan itu. a"""*u it,rimenrkmatl dana Up yang dibagikan olehdua terpidana Atit bu.ilu*"il;; Rr;

Denpasar.(Bali post) _

.__Qejumlah terdakwa kasus upah(UP) sektor pBB di K;6;;;i;;
i,asus upan pungut
l.i.abupatan_ Bangli

dakwanya
sudah masuk persidangan Ji" ul'ri#fiTEil
dakwanya sudah berstatus fernidqno T{i-;dakwanya sudah berstatus t"rpiau"u. tii"i
fji:l j.li ^i1tu 

tersa ngka v;;r^l;;;;;berkasnya t""it.p eji# F i )rffii ffff;i
llTi:.{k^ mantan Bupati Bangli r Ne"lai,

ngka yang segera
r P21, yakni denean

oua rerptdana Alrt Darmawan dan RaiDarmayudha. (kmb37)
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Angg otaDewan Kembalikan Mobdin

Mangupura (Bali Post) -
Anggo_ta, Dewan Perwakilan Rakyat Daera 

-b 
(DPRD)_ Eabupaten Badung mulaimengembalitan kendaraan dinasTya.-Pengembalian mobfl ait""?*Ltii"l 

"J""rv"t aounit itu dilakukan karena digarrrti dengan uang transportasi. fVf"bai"i"Gli"i aif"-_balikan kepada Bagian Aset metalui sJkretaria-t bFnf, x;fip;;; B"i;;. -

Kendati begitu, belum semua
mobdin dikembalikan karena
masih ada sejumlah anggota
dewan yang sedang melakukan
perjalanan dinas. Dari pantauan
di parkir bawah Gedung DPRD
setempat, Jumat (29/9) kemarin
setidaknya terlihat 14 mobil
jenis Toyota Innova parkir di
basement gedung tersebut.

Ketua DPRD Badung Putu
Parwata membenarkan jika
sejumlah anggotanya sudah
mengembalikan mobdin. Di-
katakan, pengembaliAn mobdin

ini merujuk Peraturan Pemer-
intah Nomor 18 Tahun 2012
tentang Hak Keungan danAdmi-
nistratif Anggota DPRD. "Kami
minta hari ini semua mobil
anggota dikembalikan, karena
sudah mendapat tunjangan
tranportasi," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, ang-
gota DPRD Badung Nyoman
Satria mengaku paling pertama
mengembalikan mobdin terse-
but. "Ini sesuai aturan yang
telah ditetapkan pemerintah,
j ad! hafgC_lCgnglkuti aturan

itu. Walaupun Pergub tentang
penjabaran PP Nomor 18 Tahun
2017 belum turun, kami sebagi
anggota dewan sudah memper-
siapkan diri," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris
DPRD Badung Nyoman Predan-
gga mengatakan pengembalian
mobil dinas merujuk pada PP
Nomor 18 Tahun 201? dan Per-
aturan Gubernur Bali. "Sama
seperti di provinsi, memang
begitu 4turannya," ujarnya.

Berkenaan dengan hal itu,
Predangga menrlaslikan semua

riP.
Y. t-.,

mobdin dikembalikan, kecuali
mobdin untuk pimpinan, yakni
Ketua DPRD Badune beserta
dua wakilnya. Demi[ian pula
dirinya, karena masih bagian dad
perangkat daerah. "Semua 6obil
dikembalikan, terkecuali mobdin
untuk pimpinan karena melekat
dengan jabatannya. Dewan yang
lainnya mengembalikan semua.
Sementara saya tetap mendapat
mobdin karena bagian dari OPD
setingkat (adis," jelasnya.

Sebagai gantinya, kata Pre-
dangga, anggota dewan mendapat
uang transportasi. Mengenai
jumlahnya, ia mengatakan ma-
sih menunggu pergub. "Anggota
dewan tidak bisa mendapatkan
keduanya (mobil dan uang - red).
Jadi harus memilih. Masalah
iumlah tunjangan- behuq, Kami

masih menunggu pergub dulu,"
tegasnya.

Mengenai batas waktu
pengembalian mobil, Predan-
gga mengaku belum bisa me-
mastikan. Yang jelas, katanya,
pihaknya masih berkoordinasi
dengan Bagian Perwat agarbiea
secepatnya. "Segera. Saya masih
koordinasi," sebutnya.

Berdasarkan informasi yang
beredar, para anggota dewan
akan menerima uang tunjangan
transportasi sebesar Rp 32 juta
per orang. Hanya penarikan
40 mobdin anggota dewan ini
akan menyisakan sedikit ma-
salah baru. Pasalnya, akan ada
37 sopir dewan dengan status
tenaga kontrak terancam men-
galami pemutusan hubungan
keria-(PHK). &mb27)
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